
      

 

 

 

 

BUPATI JOMBANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 

NOMOR  3  TAHUN 2022 

TENTANG 

KRITERIA  PEJABAT FUNGSIONAL YANG DITUNJUK SEBAGAI PEJABAT 

PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab I Huruf G 

Angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 

maka perlu mengatur Kriteria Pejabat Fungsional yang Ditunjuk 
sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Peraturan 

Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679);   
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 
Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 
3/D);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA  PEJABAT 
FUNGSIONAL YANG DITUNJUK SEBAGAI PEJABAT 
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 

 

BAB I 

KRITERIA 

Pasal 1 

(1) Dalam hal pada Organisasi Perangkat Daerah tidak terdapat 

pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki Jabatan 
Struktural, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
dapat menetapkan Pejabat Fungsional selaku Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan (PPTK). 

(2) Kriteria Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Organisasi Perangkat 
Daerah yang tidak terdapat pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) 

yang menduduki Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud 
ayat (1) adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai 
Koordinator atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Sub 

Koordinator.  
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BAB II 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. 

Ditetapkan di Jombang 
Pada tanggal  3 Januari 2022 

 BUPATI JOMBANG, 
 
                    ttd 

 
                 MUNDJIDAH WAHAB 

 

 
 

 
Diundangkan di Jombang 

Pada tanggal  3 Januari 2022 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG, 

 
 

             ttd 
 

    AGUS PURNOMO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR  3/E 
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